
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  63  TAHUN  2005 

TENTANG 

SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang 
Komisi Pemberantasan Korupsi diperlukan sumber daya 
manusia yang profesional, berintegritas tinggi dan 
bertanggung jawab; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 
tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi 
Pemberantasan Korupsi; 

 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

 
 
 

MEMUTUSKAN : . . . 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SISTEM MANAJEMEN 
SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. 

 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut 

dengan Komisi adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 
2. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi adalah 

sistem yang digunakan untuk mengorganisasikan fungsi-
fungsi manajemen sumber daya manusia yang berbasis 
kompetensi dan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan 
Komisi. 

 
3. Pimpinan Komisi adalah pejabat negara yang terdiri dari 5 

(lima) anggota yang bertindak sebagai penanggung jawab 
tertinggi Komisi. 

 
4. Tim Penasihat Komisi adalah Tim sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang 
pegawai. 

 
6. Kompetensi jabatan adalah karakteristik dasar yang 

disyaratkan untuk mampu melaksanakan jabatan tertentu 
yang terdiri dari keahlian, pengetahuan dan perilaku guna 
mencapai kinerja yang terbaik. 

 
 
  

7. Kompetensi . . . 
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7. Kompetensi pegawai adalah karakteristik dasar dan 
kemampuan-kemampuan yang unggul dari individu yang 
terdiri dari keahlian, pengetahuan dan perilaku yang 
digunakan untuk mencapai kinerja yang terbaik dalam 
melakukan tugasnya. 

8. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai maupun perilaku 
nyata yang ditampilkan oleh individu, kelompok kerja, unit 
kerja dan Komisi sebagai prestasi kerja dalam upaya 
mencapai tujuan Komisi. 

9. Manajemen kinerja adalah suatu proses pengelolaan kinerja 
yang terukur untuk menciptakan pemahaman bersama 
mengenai apa yang harus dicapai dan bagaimana 
mencapainya dalam usaha untuk meningkatkan kinerja 
pegawai Komisi. 

 
 

BAB  II 
PEGAWAI KOMISI 

 
Pasal 2 

Pegawai Komisi adalah Warga Negara Indonesia yang karena 
kompetensinya diangkat sebagai pegawai pada Komisi. 
 

Pasal 3 
Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri 
atas: 
a. Pegawai Tetap; 
b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan; dan 
c. Pegawai Tidak Tetap. 
 

Pasal 4 
Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
adalah pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan 
dan diangkat oleh Pimpinan Komisi melalui pengadaan pegawai 
untuk menjadi pegawai Komisi. 
 

 
 
 
 
 

Pasal 5... 
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Pasal 5 
 

(1) Pegawai Negeri yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf b adalah Pegawai Negeri yang memenuhi 
syarat yang telah ditentukan untuk dipekerjakan sebagai 
pegawai Komisi. 

(2) Pegawai Negeri yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai 
Negeri. 

(3) Masa penugasan Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada 
Komisi paling lama 4 (empat) tahun dan hanya dapat 
diperpanjang 1 (satu) kali. 

 
Pasal 6 

 
(1) Untuk pembinaan kepangkatan Pegawai Negeri yang 

dipekerjakan pada Komisi, ditetapkan penyetaraan jabatan 
sebagai berikut: 
a. Sekretaris Jenderal dan Deputi setara jabatan struktural 

eselon Ia; 
b. Direktur dan Kepala Biro setara jabatan struktural eselon 

IIa; dan 
c. Koordinator Sekretaris Pimpinan, Kepala Sekretariat dan 

Kepala Bagian setara jabatan struktural eselon IIIa. 
 

(2) Penyetaraan jabatan struktural bagi Pegawai Negeri yang 
dipekerjakan pada Komisi dengan jabatan struktural 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi Pegawai 
Negeri yang menduduki pangkat satu tingkat di bawah 
jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan 
struktural. 

 
(3) Bagi Pegawai Negeri yang dipekerjakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat dinaikkan pangkatnya 
setingkat lebih tinggi apabila : 
a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang telah dimilikinya; 
b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan 

struktural yang didudukinya; dan 
 
 
 
 

c. setiap . . . 
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c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya 
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

 
(4) Dalam hal Pegawai Negeri yang dipekerjakan tidak memangku 

jabatan struktural yang disetarakan, dapat diberikan 
kenaikan pangkat  secara reguler sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 7 

 
(1) Pegawai Negeri yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf b  dapat beralih status kepegawaiannya 
menjadi Pegawai Tetap sesuai dengan persyaratan dan tata 
cara yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi. 

 
(2) Pegawai Negeri yang telah diangkat menjadi Pegawai Tetap 

pada Komisi diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai 
Negeri. 

 
Pasal 8 

 
(1) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf c adalah pegawai yang memenuhi syarat yang telah 
ditentukan dan terikat dalam Perjanjian Kerja untuk waktu 
tertentu sesuai dengan Peraturan Komisi. 

 
(2) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja dilakukan oleh 

Komisi berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan 
perjanjian kerja periode sebelumnya dan sesuai dengan 
kebutuhan Komisi. 

 
(3) Pegawai Tidak Tetap tidak dapat menduduki jabatan 

struktural pada Komisi. 
 

BAB III 
SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

 
Pasal 9 

 
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi, meliputi 
fungsi-fungsi sebagai berikut: 
 
 
 
 

a. perencanaan . . . 


